BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, dipandang
perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan
dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering
mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi
manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar
terpenuhi hak-haknya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Utara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4690);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494,




Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 532);

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara Utara, (Berita
Daerah Kabupaten Buton Utara Utara Tahun 2016
Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BUTON UTARA UTARA.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buton
Utara.

3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton Utara.

5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buton Utara.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara

9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPTD Balai
Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian
Kabupaten Buton Utara.

10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB 11
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD PPA pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buton Utara.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diklasifikasikan atas kelas A;

(2) Penentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja.




BAB IlI
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kedudukan UPTD PPA berada di bawah Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Wilayah kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi seluruh wilayah kecamatan yang ada di
wilayah Kabupaten Buton Utara.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah
kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak
yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

a. pengaduan masyarakat;

b. penjangkauan korban;

c. pengelolaan kasus;

d. penampungan sementara;

e. mediasi; dan

f. pendampingan korban.




(1)

(2)

(2)

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,
mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam
menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan
dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan
penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;

penyusunan program kerja UPTD PPA;

penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;

pembinaan dan Peningkatan kemampuan para pegawai
dalam lingkungan UPTD PPA; dan

f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA.

b
o
d.
e

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

a. menyiapkan penyusunan rencana program dan
anggaran;

melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data
korban; dan

e. melaksanakan kerumahtanggaan.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
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Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) di atas
menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

C.

penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan
kegiatan UPTD,;

perencanaan, pelaporan dan pengadaan peralatan serta
perlengkapan UPTD;

penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha bidang
administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan tata
laksana keuangan; dan

penyusun bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan UPTD.




Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai
dengan keahlian dan keterampilan masing - masing yang
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahlian, kebutuhan dan keterampilan yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah dan nomenklatur kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan
analisis jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan
oleh organisasi perangkat daerah /unit kerja yang
membidangi kelembagaan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan

UPTD PPA wajib :

a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal
maupun eksternal;

b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan,
memberikan  pengarahan, serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan;

c. melaksanakan sistem pengendalian internal;

d. mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing
bawahan; dan

€. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dapat berkoordinasi dengan

a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas

layanan keehatan lainnya;

balai pemasyarakatan;

kepolisian sektor, kepolisian resort kepolisian daerah;
kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;

pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;

balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga
kerja indonesia (BP3TKI);

kantor wilayah Kementerian Agama;

kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

i. lembaga pembinaan khusus anak;

J. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

k. institusi lainnya.
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(3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak di wilayahnya.

BAB VI
STANDAR LAYANAN

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan
kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah,
UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang
telah ditetapkan.

(2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
UPTD PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan Struktural yang
memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi
jabatan yang setara dengan Eselon IV/a atau jabatan
pengawas.

(4) Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah
merupakan jabatan Struktural yang memenuhi persyaratan
dan sesuai dengan kompetensi jabatan yang setara dengan
Eselon IV/b atau jabatan pengawas.

(5) Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional merupakan
jabatan non strktural yang diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala
Daerah atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 2020

Pj. SEKRETARIS DAKRAH
KABUPATEN BULON UTARA,

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 27 - 07 - 2020

BUPATI BUTON UTARA,

'OA./VVWM\M‘

H. ABU HASAN
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ERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 43




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR  : 43  TAHUN 2020
TANGGAL : 23 - 07 - 2020
TENTANG  : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN
BUTON UTARA.

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPALA UPTD

SUBAG TATA USAHA

3

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

e BUPATI BUTON UTARA,

- -fi H. ABU HASAN
|
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